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Kepentingan Negara Dalam Industri
Perminyakan di Indonesia:
Hukuin InternasienaK Konstitusi, dan
Globalisasi
Achmad Zen Uraar Pnrba *
Following the end of World War U and the colonialism
era, developing end less developed countries became more
aware of the need to protect the natural resources In their
region, and started to strife for political independence. In
the course of this development there is no doubt that these
countries still need assistance Jrom developed countries,
which in this case are "represented" by multinational
companies. The relationship between these two entities countries and multinational companies - has been growing
in a unique way. This condition influences the growth of
international law, Indonesia has taken a giant step in the
protection of its own interests that pertain to this natural
resources matter. Before the issue was recognized by
international law, Indonesia's 1945 Constitution already
dealt with it. The globalization era has changed the point
of view of countries on this issue and thus in the manner
they are implementing their interests. This article
addresses the relation between the Indonesian Government
and multinational companies in Indonesia, especially as
reflected by Law No. 22 Year 2001 and Jrom the
international law's perspective.
"Profesor Achinad Zen Umar Purba, iahir pada 1942 di Tebingtinggi, Deli,
adalah tamatan Fakultas Hukum UI dan Harvard Law School Sejak 1974
berkiprah sebagai dosen di FHUI dan sekaraag ia roengajar a.1. Transaksi Bisnis
Internasional. Dari 1999 hingga 2002, Purba mcnjabat sebagai Direktur Jendcral
Hak Kekayaan InJeiektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, dan setelan itu
mengarang buku Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, 2005. Purba juga
anggota Tim Kajian PSC 2005, kerjasama antara LPH1 FHUI dan Biro Hukum
Departemen ESDM RI. Mewakili kantor bukumnya, AH Budiardjo Nugroho
Reksodiputro ("ABNR"), Purba menghadiri konferensi para advokat internasional yang bernaung di bawah Pacific Rim Advisory Council ("PRAC") di
Colombia, dari 15 hingga 21 Maret 2007.
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L PENDAHULUAN
1.1. Kedaulatan Pennanen atas SDA
Negara pada saat ini memegang peran yang cukup menonjol
dalam berbagai kegiatan perekonomian - baik dalam keterlibatan
langsung maupun tidak langsung. Bidang minyak dan gas burni
("migas") merupakan satu contoh yang amat jelas untuk dijadikan
pembahasan. Mengingat statusnya yang strategis, surnber migas
oleh negara-negara didudukkan sebagai unsur suniber daya alam
("SDA") yang memerlukan pengaturan secara khusus dalam tata
pemeiintahan - yang dapat niempengaruhi poia pengusahaannya.
Sekedar melihat perbandingan daiam perspektif hukum yang
berkaitan dengan hubungan transnasional, kepentingan negara ini
tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah setelah Perang Dunia
II. Rontoknya era kolonialisme melahirkan banyak negara baru,
yang bersaniaan dengan pembenahan politik mengharuskan rnereka
segera membenahi berbagai aspek pendayagunaan berbagai sumber
daya ekonomi. Kemerdekaan politik haras disenyawakan dengan
kemerdekaan ekonomi. Agenda konsolidasi ekonomi mesti
dilaksanakan secara simultan. Terrnasuk dalam agenda ini adalah
pengarnbilalihan berbagai unit usaha yang tadinya dipegang oleh
perusahaan yang ada kaitannya dengan penjajah. Indonesia
termasuk salah satu pelopor dalam kaitan dengan pengarnbilalihan
ini
Konsolidasi ekonomi dengan langkah-langkah unilateral di
atas diikuti oleh berbagai upaya multilateral melalui forum
internasional. Serangkaian Resolusi Majelis Umum PBB yang
berkaitan dengan kepentingan negara dalam pengusahaan SDA
dicanangkan, rnulai dari dari Permanent Sovereignty over Natural
Resource, 1962, sampai ke New International Economic Order
1 Misalnya gugatan perusahaan tetnbakau Belanda di pengadilaa Bremen,
yang kemudias dikenal dengan kasus tembakau Bremen, 28 International Law
Rep. 1963, p. 34.
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1974 dan Charter of Economic Rights and Duties of States',1974;
bahkan Law of the Sea Convention 1982.2
Negara-negara berkembaag barus bersyukur bahwa
kepentingan internal inereka di dunia internasional mendapat
perhatian yang relatif signifikan. Tidak heran kal.au banyak negara
rnenyesuaikan undang-undang mereka untuk mengakomodasi
kecenderungan (trend) baru dalam hukuin intexnasional ini,
walaupun menurut Starke urusan penataan domestik adalah bagian
hak yang melekat pada keinerdekaan negara itu sendiri.3 Filipina
dan Papua New Guinea setelah saat itu roisalnya meniasukkan ke
dalam legislasi mereka bahwa SDA di negara-negara itu adalah
roilik rakyat4 Menurut Rudioro Rochmat, di seinua negara
Organization of Petroleum Exporting Countries ("OPEC"), yang
dibentuk tahun I960, migas dinyatakan dikuasai negara. Pada
pandangan Tengku Nathan Macanmd, mantan prakdsi
perminyakan, intervensi negara terhadap penguasaan migas di tahun
1960-an nienandakan berakbirnya dominasi perusahaan niinyak
multinasional di pasaran niinyak dunia.6

2 t.A.Shearer, Starke's International Law, (London: Butterwortrhs, 1994),
pp. 339 et. seq.; Ian Brownlie (ed.). Basic Documents In International Law.
(Oxford: Clarendon Press, 1995), pp.235-239,240-254.
3

1-A.Shearer, Op. Cit., p. 91.

4 M. Somarajab, The International Law Of Foreign Investment,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 43fe.
5 Rudioro Rochmat, Contractual Arrangments In Oil And Gas Mining
Enterprises In Indonesia, (Alphen aan den Rijn, Rockville: Stijhoff, 1981), p.l.
6 Tengku Nathan Machraud, The Indonesian Production Sharing
Contract: An Investor's Perspective, (The Hague: Kluwer, 2000), p.26. Gerakan
yang dilakukan OPEC, misainya pcnetapao satu harga secara mnenyeluruh (fixed
price ) telah membuat dunia memperhatikan negara-negara anggota OPEC; Hhat
M. Sornarajab, Op.Cit^ p.82.
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Akan tetapi, ada pula sarjana yang mengomentari bahwa
sederetan produk keluaran PBB berkenaan dengan kewenangan
negara dalam hubungan dengan SDA di atas tidak akan ada artinya
karena negara-negara berkembang "too ambitious, and on account
of strong opposition of industrialized countries."1 Mungkin
demikian, namun betapapun perkembangan hukum internasional itu
penting dalam mengukuhkan kedudukan negara-negara terhadap
SDA mereka, ia hanya satu aspek saja. Implementasi dalam wujud
pengusahaan adaiah roasalah tersendiri. Hukum dalam arena
transnasional itu tidak cukup untuk mendukung real isasi
kepentingan negara-negara secara ekonomis. Bukaa karena produk
hukum PBB itu hanya berupa soft law* tetapi kondisi unium negaranegara yang baru raerdeka tidak memungkinkan mereka mengelola
sendiri SDA mereka. Diperlukan pemenuhan sejuinlah unsur seperti
modal, teknologi, keahlian dan pemasaran. Ini khas situasi negaranegara yang baru merdeka saat itu: punya harta — yang nyaris habis
terkuras oleh penjajah ~ tetapi tidak mampu memanfaatkannya.
Dalam situasi demikian, mereka melirik ke negara-negara maju
yang telah memiliki potensi untuk itu, yakni potensi yang ada di
perusahaan-perusahaan minyak yang uinumnya sudah berskala
multinasional itu. Mereka sudah sangat kaya pengalaman, bahkan
mereka juga yang tadinya ikut menguras SDA di negara jajahan
pemiliknya.

7 Antonio Casscse, International Law, (New Yrafc Oxford University
Press Inc., 2001), P- 400.
8 Soft taw dalam hukum intemasional adaiah sekadar kode perilaku atau
pemyataan kebijakan, tapi secara hukum tak punya daya tkat yang kuat; Bryan
Garner (Ed.), Black's Law Dictionary, (St-Paul: Thomson West, 2004), p. 1426.
9 Seperti juga di bidang-bidang lain,inteDsitas interaksi antara negara dan
penisahaan multinasional secara gradual meningkat dan dewasa ini demikian
rioggi. Hampir tidak ada kegiataa pengusahaan SDA, tennasuk niigas yang hiput
dari sentuhan perusabaan multioasional Itulah sebabnya menurut Wolfgang
Fnedmann hubungan tersebut telah niempengaruhi evohisj hukum internasional
publik. Wolfgang Friedmaon, The Changing Structure Of International Law.,
(Bombay: Vakils, Feffer and Simons Private, Ltd, 1964), h. 127.
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Waiaupun bukan satu-satunya, SDA inerupakaa modal dasar
sangat primer bagi pembangunan nasional di satu negara.10 Tidak
terbayangkan satu negara yang bam lahir tanpa SDA. Ini berkaitan
dengan pandangan yang menyatakan bahwa pada masa sekarang,
lebih penting dari SDA adalah sumber daya manusia, yang kalau
dilihat secara kasus per kasus juga benar.11 SDA adalah modal
untuk negosiasi. Seinentara itu, penghujung abad 20 ditandai pula
dengan munculnya konsep globalises!, yang suka atau tidak suka
ikut meinpengaruhi perekonomtan negara-negam.
latroduksi di atas memberi dasar bagi perjuaagaa negaraaegara berkembang dalam mempertegas kedudukaa SDA mereka
bagi kepeatiagan pembangunan negara masing-masing sebagaiiaana terlihat dalam kaitan dengan pengusahaan roigas di
Indonesia. Makalah ini, sesuai deagan judulnya tidak merabahas
aspek perpajakan.
H. ERA PROKLAMASI
II. 1. Dasar Konstitustonal
Lain dari negara-negara seperU Filipina, Papua New Guinea
dan sebagian anggota OPEC, Indonesia telah sedan awal usianya
menggoreskan catatan sejarah yang lain dan menarik. Kesadaran
teatang perlunya meletakkan dasar bagi kepentingan negara dalam
pemanfaatan SDA aienyebabkan peadekar kemexdekaaa
inenuangkan aal fundamental itu dalam konstitusinya di tahun
1945. Pasal 33 (3) i UUD 1945, yang terkenal itu berbunyi:
"Biani, air dan kekayaon atom yang terkaadung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergimakan imtuk sebesar-besar kemahmeran

10 Dalam kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini, Perdana Mcntcri
Norwegia Jens StoUenberg menekankan perhmya kontroi negara atas sumber
migas derai keniakimnran rakyal; Kompas. 3 Maret 2007 (berita utama/feeffd?«e).
11 Liliat The Washington Post, April 28, 2001, 2001 yang menyatakan
bahwa dari sejarah selama setengah abad terakhir adalah bahwa yang
menggerakkan pembangunan ekonomi negara bukanlah SDA topi SD maausia.
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Menurut penjelasan
kemakmuran rakyat.

pasal

ini,

SDA adalah

pokok-pokok

Lepas dari pengejawantahannya seperti diuraikan di bawah,
tennuatnya ketentuaa tentang strategi pengusahaan SDA dalaxn
konstitusi bersamaan dengan waktu proklamasi kernerdekaan —
tanpa harus menunggu dukungan hukum internasional di atas —
rnenunjukkaa pandangan yang visioner dari pendiri Republik. Ini
adalah refleksi yang dalam dan jauh ke depan tentang arti
"merdeka"12 — kenyataan yang sangat patut dibanggakan. Tepat jika
diungkapkan komentar Ibnu Sutowo, pelopor industri perminyakan
dan pemah Menteri Pertambangan: "Since we proclaimed
independence in Indonesia in 1945, we have known that we must
control over our natural resources as written in our constitution ".
Menurut Tengku Nathan Machmud, alasan pendiri Republik
membuat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi
seperti itu "was very much influenced by the painful experience of
almost four centuries of exploitation by colonial powers, including
the extorionist practices of concessionaires. "M Dikaitkan dengan
hukum internasional, konstitusi Indonesia merupakan pelopor
perlunya deklarasi tentang hubungan antara negara dan SDA-nya,
serta sasaran filosofi pemanfaatannya.
Dibedah secara kasar, Pasal 33 (3) di atas mengandung tiga
unsur, yakni:
(1) substansi: sumber daya alam
12 Cf. Anderson G. Bartlett III, etal., Pertamina; Indonesian National Oil,
(Djakarta, New Yoifc Tulsa Amwradsian Ltd, 1972), p.67.
13

Anderson G. Bartlett in, etal.Op.Cit, p.6

14 Ten^oi Nathan Machmud, Op.Cit^ p^3. Kendati deraikian, perlu
dicatat bahwa kedudukan negara terhadap sumber migas pada zaman penjajahan
juga tidak berbeda dari isi UUD 1945, Indtsche Mjnwet, 1899, S. 1899 No 214
jo. 1906 No 434; Iftat Ooi Jin Bee, The Petroleum Resources Of Indonesia.
(Oxford: Oxford University Press, 1982), p.19.
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(2) status: dikuasai oleh negara
(3) tujuaa: untuk sebesar-besar kemakinuran rakyat
Ketiga unsur di atas nierefleksikan kepentingan negara yang
fundamental dan primer dalam kaitan dengan pemanfaatan SDA.
Implikasi keberbasilan di bidang penguasaan rnigas ini sangat iuas
tidak terbatas pada aspek ekonomi saja, yang juga berkaitaa dengan
masalah ketahanan nasional.15 Babkan sekalipun UUD 1945 sudah
tiga kali diubah, Pasal 33 (3) masih utuh sebagaimana aslinya. Ini
nienaadakan bahwa pasal itu nierupakan pantulan pemikiran yang
mantap divisioner dari pendiri republik ini.
0.2. Menjelang UU Migas
Sarna sekali tidaklah mengecilkan had tatkala ternyata
bahwa konsep filosofis seperti termuat dalam Pasal 33 (3) UUD
1945 itu tidak dapat langsung diejawantahkan sebab berbeda dari
beberapa negara lain, kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan
basil perjuangan fisik yang mewariskan keadaan yang porak
poranda, Jadi, disamping pembenahan politis, secara simultan perlu
dilakukan konsolidasi ekonomi sebagai tulang punggung kehidupan
rakyat
Situasi Indonesia yang bam merdeka dan dipenuhi oleh
gejolak pertikaiao politik dan gangguan keamanan yang tenis
menerus tentu saja belura znemberi keiapangan serta •waktu yang
cukup untuk menerapkan filosofi kepentingan negara seperti yang
sudah diamanatkan konstitusi. Analog dengan situasi internasional
seperti disinggung pada Bab I, keadaan Indonesia juga saraa dengan kekhasan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan
pendobrakan. Oleh karena itu, tepat apa yang diujarkan Ibnu
Sutowo, terakhir Direktur Utanaa Pertamina masih dalam kaitan hak
penguasaan negara atas SDA yang tertuang dalam UUD 1945:
"However, declaring control and having the ability to exercise if are
far apart andve had little knowledge of the oil business. "!6
15 Lihat Rudioro Rochinat,
16 Anderson
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Pada zaman Jepang, ladang-ladang ininyak peninggalan
Belanda menjadi berantakan tidak menentu. Dalam kondisi
demikian, timbul suara-suara, terutatna dari para pejuang meagenai
perlunya niembentuk satu perusahaan minyak nasional. Ini
kemudian direalisasikan dengan serangkaian usaha. dirnulai dengan
pendirian Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia
("PTMRF') di Sumatera Utara, yang sepenuhnya di bawah kontrol
Angkatan DaraL Perusahaao ini, setelah berbagai perubahan,
menjelma menjadi Perusahaan Negara C*PN") Perusahaan Minyak
Nasional ("Permina") di bawah ibnu Sutowo. Ada beberapa
perusahaan minyak lain, antara lain: PN Pertambangan Minyak dan
Gas Nasional (*1PN Permigan"). Selain itu, ada perusahaan minyak
lain, yang kemudian dikenal dengan nama PN Pertambangan
Minyak Indonesia ("PN Pertamina").
Pada sisi lain, terhadap perusahaan minyak asing yang
sedang beroperasi, yakni She!!, Stanvac, dan Caltex. Sikap
pemerintah adalah membiarkan ketiga perusahaan itu untuk
meneruskan beroperasi menurut sistem yang ada, yakni hubungan
hukum konsesi di samping pemberian keleluasaan di bidang
keuangan dan finansial guna meraudahkan mereka meniulihkan diri
dari situasi penninyakan yang agak kacau sebagai akibat perang
tersebut.17
Apakah sistem konsesi itu? Intinya adalah pemberian hak
penguasaan pertambangan kepada perusahaan migas untuk
sebidang wilayah pertambangan guna diusahakan oleb perusahaan
itu. Filosofinya adalah bagaimana pemerintah, tanpa ikut aktif,
mendapat manfaat dari praktik pengusahaan migas oleh pihak
swasta.18 Hak penguasaan ini menimbulkan wewenang yang amat
17 Penataaa demikian, yang sudah beriangsung dari zaman Belanda,
dinamakan let alone arrangements, diteruskan setelah Indonesia merdeka,
sekalipun raendapat kritik dari pihak yang anti keterlibatan pihak asing, lihat
Mochtar Kusumaatmadja, Mining Law. Survey of Indonesian Economic Law.
(Bandung: Padjadjaran University Law School, 1974) ("Mochter Kusumaatmadja
F), p. 4; cf. Madjedi Hasan, Op.Cit^ h. 49.
18

Rudioro Rochmat, Op.Cit^ p. 5,14-15.
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besar, inelebihi keperluan pengusahaan suinber migas itu sendiri.
Bahkan rnemmit M. Sornarajah:
The concession agreements often affected transfers of sovereign powers
over vast tracks of land, to the foreign corporation for long pertime, for
payment of royalty calculated on the quantity of oil produced at a fixed
rate.19
Nannm, menurut Catalan Mochtar Kusumaatmadja, pada
saat perpanjangan perjanjian yang sudab ada, terdapat sedikit
kemajuan dengan dimuatnya ketentuan tentang "Indonesianisasi.**20
HL ERA UU MIGAS 1960 DAN PSC
III. 1. Kontrak Karya Gantikan Konsesi
Era proklamasi hingga beberapa tahim kemudian adalah
masa konsolidasi pengisian kemerdekaan Indonesia dan karena itu
belum banyak yang bisa terbenahi secara konseptual dan berencana.
Bersamaan dengan inelesunya produksi minyak dalam negeri oleh
tiga perusabaan multmasional yang ada, mulai inuncul suara keras
19 M. Sornarajah, Op.Cit, h. 40. Cf. William F. Fox, Jr, International
Commercial Agreements. (The Hague: Kluwer Law International, 199S), p. 86.
Ibnu Sutowo, yang dikenai sebagai pelopor perminyakan dan pernah menjabat
sebagai Menteri Pertambangan RI, seperd dikutip Rudioro Rochmat, mengatakaa
bahwa kosesi pada prinsipnya idsntik dengan "transfer of sovereignty of apart of
Indonesian territory to a foreign element....", Rudioro Roel&aat, Op.Cit., p. 5-6.
Untuk contob perjanjian konsesi lihat Concession Agreement between the
Government of Abu Dhabi and Amerada Hess Exploration Abu Dhabi Ltd,
Occidental of Abu Dhabi Ltd and Alpha Oil Corp, Nov 9, 1980 dalam Detlev F.
Vagts, Op.Cit., h. 503-520. Di situ aJ. disepakati, pemerintah Abu Dhabi "grants
to the Company... .the exclusive rights (sic) to explore, search and drill for,
produce, store, transport and sell Petroleum -within the Concession Area. The
exclusive right . . . includes all Junctions normally associated with such
operations.9*
20 Mochtar Kusumaatmadja
I, Op.Cit,, p.5; lihat juga Mochtar
Kusumaatmadja, "Perminyakan di Indonesia dan Kontrak Bagi Hasil (Production
Sharing Contract)". (Pendidikan Lanjutan Hukum Penninyakan dan Gas Bumi,
Fakwtas Hukum Universitas Indonesia, Depok) ("Mochtar Kusumaatmadja IF),
h.11.
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dari masyarakat, menginginkan adanya dasar hukum yang baru
dengan fokus pada pengejawantahan UUD 1945 atas alasan pokok
sistern konsesi yang masih dipakai selama ini tidak sesuai dengan
UUD 1945. Suara publik ini berkerabang menjadi pernikiran
perlunya satu RUU mengenai migas, yang pada saatnya melahirkan
Undang-Undaag Nomor 44 Tahun 1960 tentartg Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi ("UU Migas I960").21
Dasar pemikiran UU Migas 1960, seperti diterangkan dalam
Penjelasan Umum-nya, antara Iain adalah penegasan bahwa
pengusahaan raigas berdasarkan pemberian sshak konsesi dan hakbak lain" beralaskan Indische Mijnwet bukan saja "tidak sesuai lagi
dengan alam pikiran bangsa Indonesia", tetapi malah "bertentangan
dengan Undang-undang Dasar". Sebab dengan sistem itu,
perusabaan minyak asing mempunyai "kekuasaan atas bahan-baban
galian minyak dan gas buini yang ditambangnya." Selanjutnya,
Penjelasan Umucn UU Migas 1960 itu menegaskan tekad baru
negara: "Perusahaan asing tidak mungkin lagi meinperoleh hak-hak
penambangao." Hanya Perusahaan Negara-lah yang dapat
menguasai suatu wilayah pertambangan minyak dan gas bumi dan
hak inipun jauh berlainan dengan hak konsesi yang lama.
SekaUpun penguasaan berada di tangan perusahaan negara,
bukan berarti pengusahaannya tidak boieh dilakukan rnelalui kerja
sarna dengan pihak lain. Artinya penguasaan oleh negara bukan
berarti negara atau pemerintah sendiri yang raelakukan kegiatan itu.
Pandangan ini sudah lama menjadi bahasan publik, raulanya dalam
kaitan dengan peinbahasan Pasai 33 (3) UUD 1945.22 Pihak lain
yang diajak bekerja sama tidak terbatas pada pihak tertentu. Pasal 6
(1) UU Migas 1960 berbunyi:

21 UU ioi semuia adalah Pcraturan Pemerintah Pcngganti UU No.44/1960;
LN RI1960/133; TLN 2070.
22 Libat Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawah. (Jakarta: Gunung
Agimg, 1979), h. 201 etseq.
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Menteri dapat nienunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perasahaan
Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
yang behun atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan
Negara
selaku pemegang kuasa pertambangan.

Ketentuan ini bersifat netral. Akan tetapi inenyadari situasi
di dunia penninyakan, pemeiintah niengarahkan kepada pihak
asing, seperti dijelaskan dalam Penjelasan Umum:
Akan tetapi oleh karena perindustrian minyak dan gas bumi mcminta
pennodalan yang amat besar dan keahlian yang mendalam dan mehias
tentang cabang-cabang produksi minyak dan gas bumi, maka dalam
peraturan ini masih diberi kemungkman bagj perusahaan asing untuk
bekerja di Indonesia ini sebagai kontraktor suatu Perusahaan Negara
dengan syarat-syarat yang meniuaskan baginya.

Kedudukan '^pihak lain", termasuk asing ini seperti diatur
dalam Pasal 6 (1) di atas tidak lebih dari sebagai "kontralctor suatu
perusahaan negara dengan syarat-syarat yang memuaskan
baginya."23 Kontraktor, dalam pemahainan umum adalah satu pihak
yang bekerja untuk dan atas perintah pihak lain sebab menurut
Penjelasan Umum itu, pengusahaan niigas membutuhkan a.1. modal
dan teknologi yang belum dipunyai oleh perusahaan negara.
Dalam perspektif lain, terlihat bahwa walaupun kepentingan
negara sudah menggariskan tentang penguasaan SDA tetapi
kebutuhan mengharuskan diadakannya kerjasania dengan pihak
lain. Dalain batang tubuh, Pasal 12 (1) tidak mengaitkan "pihak
lain5* dengan perusahaan asing, meounrt Penjelasan Umum.
Penyebutan pihak asing sebagai mitra kerja saroa
perusahaan negara dalain Penjelasan Umum ini, pada hernat saya
hanya sekedar pemberian prioritas, tidak bersifat eksklusif seolaholah menolak perusahaan nasional. Betapapun, secara umum
partisipasi pihak asing haruslah diinaklumi sebagai kebijakan taktis
seBiata. Sasaran strategis adalah sasaran ideal, yakni satu capaian di

23 Pasal
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inana partisipasi asing tinggal seminirnal mungkin. 4 Sasaran UU
Migas 1960 dilihat dari perspektif kepentingan negara adalah:
• tersedianya pertambahan kebutuhan konsumsi minyak dalam
negeri;
* terpenubinya kebutuhan devisa;
* tercapainya keseimbangan aotara konsumsi dalam negeri dan
ekspor;
* dipertahankannya kedudukan Indonesia dalara pasar duoia;
• diperbesaraya pendapatan negara yang berasal dari perusahaanperusahaan rninyak;
* terpecahkannya masalah pengangguran; dan
* naiknya pendapatan dan income per capita serta standar hidup
rakyat
UU Migas 1960 menawarkan bentuk Perjanjian atau Kontrak Karya
(Contract of Work), pengganti sistem konsesi yang berciiikan
unsur-unsur di bawah ini:
»Kuasa pertambangan ("KP") merupakan wewenang untuk
meiaksanakan usaha migas dan diberikan kepada Perusahaan
Negara ("P1SP5);
» KP tidak meliputi hak-hak atas tanah;
• KP dilakukan di "wilayah hukum pertambangan Indonesia",
meliputi seluruh wilayah Indonesia;
• Menteri bidang migas dapat menunjuk pihak lain, tennasuk
perusahaan asing sebagai kontraktor untuk PN peraegang KP;
* Perusahaan asing hanya merupakan kontraktor terhadap
perusahaan negara, bukan operator independen;
• KK baru efektif seteiah disabkan menjadi undang-undang;
• Karena operasi dilakukan oleh kontraktor atas narna dirinya,
raanajemen barada di tangan sendiri;
* Kontraktor mendanai eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas
dan menangung risiko jSnaosial;
• Hak kontraktor atas porsi/bagian minyak pada point of sale;
24

Libat Achmad Zen Uroar Puxba, Op.Cit^ h. 47.
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• Kontraktor membayar royalti;

• Kewajiban reUnqnishment; dan
• Masa kontrak 30 tahun.
Sesuai dengan rnasanya, KK adalah produk hukinn yang
merupakan prestasi, sekurang-kurangnya ia adalah basil dari satu
langkah bistorik untuk meningkatkan kepentingan negara dan
pengusahaan migas. Namun, banyak pibak meagatakan bahwa KK
ini sangat dipengaruhi oleh sistero konsesi. Mochtar Kusumatmadja
rnenulis:
From a practical point of view, the kontrak kaiya gives the Contractor
rights and obligations simitar to the concession-holder.... The contracts
of works farther gives the Contractor actual control aver the minerals
fojtnd and produced These facts have led people to state that a kontrak
fcarya is nothing bat a concession in disguise.

KK memang masih beraada kompromistik, seperti yang
juga diakui oleh Ibnu Sutowo, bahwa KK l*was the maximum we
could accomplish ... the implementation of the law was
compromised?3^ Masalah manajeznen, yang masih dipegang
kontraktcr adalah salah satu unsur utama kritik terhadap KK.
Menurut Ibnu Sutowo, situasi saat itu juga belum memungkinkan
manajemeo di tangan perusahaan negara, disebabkan karena PN-FN
itu membuUihkan letnh banyak tenaga-tenaga yang terlatih.27
Namun deroikian., realisasi KK ini bagi perusahaan
multinasional yang sudab ada waktu itu? Teniyata roereka tidak
dapat menerima langsung - walanpun batas waktu pembiaran
peaggunaan sistero laroa telah berakhir tahun 1960 — sebab secara
25 Mochtar KosumaaBnadja

I, Op.Cit^, p. 57-58.

26 Ibnu Sotowo, "Mrnyak untuk Mernbangun Bangsa", 1996. dikutip dari
Tengku Nathan Macbrood, Op.Cit.^ p. 49.

27 Anderson G Bartlet

ffl eLaL, Op.Cit^ p.S; e£ Radioro Rocbjmat, Op.Cit.,

p.96.
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hukurn posisi mereka akan turun dari investor independen menjadi
hanya sekedar kontraktor bagi PN. Akhirnya KK ditandatangani
juga, yakni antara PN Pennina dengan Stanvac, PN Pertamina
dengan Caltex dan PN Permigan dengan Shell, setelah adanya
ancaman dari pernerintah yang akan melikuidasi perusahaan asing
itu jika hingga September 1963 mereka tetap tidak menandatangani
KK.28
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, terdapat 3 hal yang
mendukung mereka bersikap meneriina KK. Pertama, betapapun
mereka tidak roau kehiiaagan ladang minyak mereka yang sudah
lama mereka kuasai. Kedua, manajemen masih di tangan mereka,
sedangkan pihak pemerintah dan PN yang terlibat hanya bertindak
sebagai pengawas. Ketiga, seperti telah disinggung di atas, konsep
KK tidak inembawa perubahan yang mendasar, atau dalam
ungkapan itu mengutip ungkapan Mochtar Kusumaatmadja bagi
investor migas "in real terms things did not change
dramatically."
Pada intinya, pemerintah sadar kepentingan negara
sebagai mana diainanatkan UUD 1945 behim dapat dilaksanakan
secara mutlak. Pemerintah bersikap reaiistis dari sudut ekonomi:
kepentingan akan kontinuitas pengoperasian migas. Dalam
Penjelasan Umum UU Migas 1960 angka 10, dinyatakan bahwa
diperlukan upaya "metnperbesar produksi perindustrian rainyak dan
gas bumi secepat-cepatnya" demi tercapainya 7 sasaran, satu
diantaranya seperti telah disinggung sedikit di atas: teratasinya
pertambahan kebutuhan minyak dalam negeri, bukan saja karcua
pertambahan penduduk, tetapi juga akibat industrialisasi.
Betapapun kompromistiknya, KK adalah produk perjuangan, kalau tadi perusahaan multinasional migas bertindak sebagai
pengusaha independen atas satu bagian wilayah negara, kini mereka
hanya kontraktor terhadap unit usaha di negara itu. Dalam kaitaa
28 Mochtar Kusumaatmadja
29

U, Op.Cit., h.12.

Mochtar Kusumaatmadja i, Qp.Cit,, p. 8.
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ini, tidak dapat dipungkiri adanya pengaruh gaung perkembangan
hukuin internasional seperti diungkapkan pada Bab I terhadap
perusahaan minyak ini sebab yang esensial adalah di mana-mana
sistem konsesi sudah ditinggalkan.
III.2. Production Sharing Contract
Bersamaan dengan situasi politik dalam negeri di tahun
1965, perusahaao minyak asing mengurangi kegiataonya, kecuali
Caltex. Hikmabnya adalah situasi deroikian merobantu
pertunibuhan dalam negeri seperti PN Pennine, PN Pertamin dan
PN Permigan. Dalam kaitan ioi, pada langkah berikumya PN
Pennina dan PN Pertamin dilebur dengan raelabirkan PN
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional ("FN Pertamina").
Ini dari aspek kelembagaan. Dari aspek kontrak, ketidakpuasan
terhadap KK terus berjalan, niengingmkan satu hubungan hukuin
yang benar-benar naenyalurkan mandat yang diberikan oteh
konstitusi.
Semangat untuk niendapatkan format yang pas untuk
pelaksanaan mandat UUD 1945 akbirnya diternukan dalam bentuk
perjanjian yang keinudian dikenal sebagai production sharing
contract C^SC"). PSC diiakukan pertama kali pada tahun 1966
antara PN Peitamina dan Independent Indonesian American
Petroleum Cornpany ("nAPCO").3"
Adakah dasar hukum PSC, sebab bentuk ini tidak dikenal
dalam UU ^/figas I960?31 Di sini terdapat dua masalah. Pertania,
penamaan dan roateri PSC, dan kedua soal diperlukannya
peisetujuan DPR. Perihal yang pertama, memirut Tengku Nathan
Machmud, sikap kuat dari para negosiator Pertamina berhasil
meyakinkan Miwa pengertian "Perjanjian Karya" menurut UU
Migas 1960 bersifat generik, tidak spesifik. Artinya, dapat saja
30 Bagi yang benninat menclusuri lahirnya PSC dari awal, baca Tengku
Nathan Machnmd, Op.Cit, p. 51-52.
31
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dibuat model perjanjian lain sebagai jabaran dari kerangka hukum
yang dianggap umum itu.32 Kedua, kenyataan tidak diratifikasinya
PSC adalah karena pandangan Ibnu Sutowo yang anaat kuat bahwa
ratifikasi tidak perlu. Seeara hukum, PSC adalah hubungan
kontraktual antara Pertamina dan kontraktor. Jika dijadikan UU
maka liabilitas (^lability) Pertamina menjadi liabiiitas negara dan ini
niembahayakan serta bertentangan dengan kepentingan negara.3
Walhasil PSC berjalan aman sampai dengan pencantumannya
dalam UU Pertamina, seperti yang diuraikan di bawah.
Setelah menyinggung aspek kelembagaan dan kontrak, kita
sekarang masuk ke aspek legislasi dalam kaitan dengan upaya
merealisasikan kepentingan negara. Hal ini kemudian terakomodasi
dalam UU No. 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi Negara, sebagaimana yang telah diubah ("UU
Pertamina").34 Sesuai dengan nainanya, UU ini meraang tidak
khusus mengatur tentang hubungan hukum yang baru, yakni PSC
itu.
Dengan UU Pertamina, diatur satu kebijakan perminyakan
yang baru, yaitu: (i) Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan
negara sebagaimana dimaksud dalam UU Migas 1960; dan (ii)
Pertamina adalah pernegang KP rnigas untuk seluruh Wilayah
Hukum Pertambangan Indonesia (Pasal 11). Tentang angka (i) di
atas masih bisa dipersoalkan, sebab UU Migas 1960 tidak menyebut
hanya satu PN.3S
32

Tcngku Nathan Macbinud, Op.CrY., p.S4.

33 Anderson G Bartlet HI etai, p,302; Anderson Bartlet HI dkk
menamakan sikap Ibnu ini sebagai "strongfeelmgs."
34 LN RI 1971/76.; TLN 2971. Dhibah terakhir dengan UU No.10/1874,
LNRI1974/3045,
35 Bagian terakhir Penjelasan Umum menyimpulkan: Dengan demikian,
maka beberapa Ferusahaan Negara nanti akan rnemperoleh masing-masing kuasa~
kuasa pertarobangan minyak dan gas buroi pada beberapa wilayah pertambangan
»
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Berkenaan dengan PSC, yang sebenarnya hanya
difoimulasikan kembali, UU Peitamina nienyatakan:"Perusahaan
dapat mengadakan keija saraa dengan pibak lain daJarn bentuk
"Kontrak Production Sharing" [Pasai 12(1)]. Koatrak Production
Sharing ("KPS") sebenarnya merupakan sebutan lain dari PSC.36
Berbeda dari KK, PSC tidak memerlukan persetujuan DPR, dalam
arti dituangkan sebagai undang-undang, tetapi cukup dengan
persetujuao President7
Walaupun raengalaroi berbagai variasi, unsur-unsur PSC adalah
adalah:
-

-

Negara menipakan penguasa SDA dan pemilik seluruh WUayafa
Hukum Pertambaogan Indonesia.
Ini tidak lain merupakan peagula&gan znanifestasi konstitusi
testang status *SDA*;
Hak pengusahaan diberikan kepada Pertamina selaku pemegang
KP berdasaikan UU Pertamina.

36Istilah ini jelas beiasal dari PSC, dengaa meng-Indonesiakan hanya kata
"contract tetapi tidak ustfxk"prodiiction sharing*, yang mcnunjukkan keraguan
akan padanan Bahasa Indonesia yang tepat, sehingga timbul istilah gado-gado
"Kontrak Production Sharing* wL. Dalain produk hukum lain dipergonakaa
istilah: "Kontrak Bagi HasiP. Penuls menyhnpulkan, kalangan penninyakan
agak risi mcnggunakan istilah "basiP untuk "production", sehingga disebabkan
"production" tidak sania dengan "basiP dalam arti final. Oleh sebab itu, Penulis
mengusuikan dipergunakannya istilah "produksi" sebagai padanan "production",
selatn lebih pasti, ju^t konsisten dalam mengadaptasikan konsep yang telah
dibakukan dalam bahasa asing; bukankab "produksi" sudafo istilah baku Bahasa
Indonesia? Pusat Bahasa, Dcpartemen Pendidikan Nasional, KAMUS BESAR
BAHASA INDONESIA. Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hh. 896397. Libat A. Zen Umar Purba, presentasi "Wacana Naskah Kontrak Bidang
Migas" dalam rangka sosialisasi PSC, Medasi, 7-8 September 2006, keijasama
antara LFH1FHUI dan bidang Hukum Dep. ESDM.
37 Pasal 12 (1) dan (3). Riocian tentang syarat-syarat PSC ditetapkan
dengan PP.
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-

-

PSC adalah perjanjian berdasarkan pembagian produksi, bukan
profit, yang menjadi bagian masing-masing adalah produksi,
bukan keuntungan dari basil penjualan;
Perusahaan minyak asing adalah kontraktor bagi Pertainina;
Kontraktor membiayai seluruh operasi dan biaya operasi ini
dikembalikan dengan produksi yang didapat. Sisa setelah
dipotong biaya operasi akan dibagi untuk kepentingan negara
dan kontraktor;
Barang-barang keperluan produksi menjadi milik Pertamina
begitu masuk daerah pabean Indonesia;
Manajernen di tangan Pertamina,
Perihal manajernen iai, menarik ungkapan pikiran Ibnu Sutowo
berikut ini: " What I was interested in was a method whereby we
would make decisions and not merely review them after they
had been made ;
PSC berlaku setelah disetujui Penaerintak
Ini berbeda dari KK yang perlu diundangkan lebih dahulu.
oc

-

Dasar utama hubungan hukum dalam PSC adalah ketentuan
tentang KP, yang dalam hal ini diberikan secara raonopolisiik
kepada Pertamina, artinya Pertamina, selain sebagai pelaku usaha,
juga regulator.
Sesuai dengan namanya, PSC adalah basil pemikiraa kreatif
yang menghasilkan hubungan hukum antara pemilik SDA yang
tidak memiliki dana sendiri dan pihak lain seiaku penyandang daaa
plus. Sistem pembiayaan seperti ini merupakan jalan keluar
mengingat besarnya risiko bidang migas, sehingga sistem
pendanaan biasa tidak rouogkin karena bank tidak berani masuk ke
bisnis penuh risiko ini.39
38

Anderson G Bartlct ill etal.. Ibid.

39 BoiU keterangaa Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ttg perluaya perbankaa
ikut berpartisipasi dalam pendanaaa proyek migas, daa untuk hu pemerintah
bersedia mcrabcrikao janiinan pembiayaan (letter of guarantee); Bisnis
Indonesia* 15 Man* 2007.

Volume 4 Nomar 2 Jamari 2097

269

Jarnal Hukum Intemasionat

Secara tradisional, pola PSC dikenal di pedesaan dalani hal
pengeijaan sawah oleh pihak lain yang upahnya diwujudkan dalam
penibagian hasil sawah antara dirinya dan pemilik sawah. Orang
yang bekerja ini, di Medan disebut sederhaoa "orang upahan", jadi
analog dengan "'Tcontraktor" dalani transaksi modern. Tidak salah
kalau dikatakan PSC adalah made in Indonesia. Di mata Tengku
Nathan Machmud, PSC bukau saja peitama kali diperkenalkan oieh
Indonesia, tetapi lebih penting lagi "is an Indonesian invention. "^
Hal ini diakui oleh Prof. M. Soraarajah bahwa "production sharing
agreement pioneered by the Indonesian state company, Pertamina
became the industry wide agreement that came to replace the
concession agreement, reflecting the changes that had been
effected"41
Dalam bagian lain tulisanoya, M. Soroarajah mengungkapkan:
There were dramatic shift particularly in the petroleum sector where
state oil corporations were created and vested with ownership of the oil
resources of the stale. The old oil concessions were cancelled.
Thereafter, the concession agreement ceased to be the norm within the
oil industry and was replaced by the production sharing agreement
under which ownership of oil remained throughout the period of
exploitation with the state oil corporation?2

Dalani kaitan dengan bukum interaasioaal, Profesor dari
National University of Singapore ini meneruskan dengan
mengatakan: "The shift was aided by the formulation of
international law stick as doctrines on the permanent sovereignty
over natoral resources."*3 Dalara disertasmya, Tengku Nathan
Machmud meniiai adanya pergeserao pendulum kekuatan MNC
dalani evolusi kerja sama dengan investor roigas dan dominasi
40

Tengku Nathan Machraud, Op.CiL, p.19,37.

41 M. Sornarajah,

Op.Cit^ p.82.

41 M. Somarajah,

Op.Cit^ p.42.

43 M.Soniaiajah,
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mereka di tahun 1950 dan 1960 ke dominasi negara-negara
berkembang di tahun 1970-1980an.44 PSC kini sudah mendunia,
kareoa dipraktikkan di banyak negara, seperti Bangladesh, Chile,
Guatemala, Israel, Ivory Coast, India, Libya, Malaysia, Mesir,
Oman, Peru, Sudan, Tanzania, Trinidad and Tobago, Timor Leste,
dan Vietnam.
UU Migas 1960 dengan KK, UU Pertamina dengan PSC
hams dipahami sebagai upaya merefleksikaa kepentingan negara
secara penuh dengan memberikan kedudukan yang kuat dan pasti
kepada kepentingan negara sebagai pemegang KP. Tentu saja
seroua dalarn konteks horison sejarah yang disandangnya,
IV. ERA GLOBAUSASI
IV. 1. Pikiran Dasar
Sebenarnya apa ukuran bahwa kepentingan negara di bidang
pengusahaan migas telah dilaksanakan secara optimal? Seianjutnya,
bagaimana hukurn dapat berperan bagi pelaksanaan hal tersebut
Kalau kita bersikap gradualis atau percaya pada aspek pentahapan,
era UU Migas 1960 dan UU Pertamina beserta konsep KK dan PSC
telah rnenjawab pertanyaan tersebut, yang dalain kerelativan maju
lebih jauh dibandingkan dengan situasi di masa bam rnerdeka. Ini
pun tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum internasional
yang dibahas pada perrnulaan makalah, terutama bagaimana
konstelasi bubungan antar-negara mempengaruhi perturnbuhan
hukum internasional di bidang SDA, termasuk peranan perusabaan
multinasional bidang migas.
Kedalam, kepentingan negara telah diterjemahkan dalain
pola pernberian KP kepada Pertamina, yang kernudian
rnenjadikannya berkembang pesat dan arnat besar dan tunggal
dalam kegjiatannya. Keadaan Pertamina begini inerupakan muara
dari berbagai kebijakan sebagaiinana terbaca dalarn peraturan
perundang-undangan yang roendasari pengusahaan migas
44

Teagku Nathan Machmud, QpJCit^ p.5.

Volume 4 Nomor 2 Jarmari. 2097

271

Jurnal Hukam faternasional

tersebut.45 Dinamika hidup membuat orang terus berpikir dan
mengevaluasi, sehingga inelahirkan pikiran-pikiran baru. Dalam
kaitan dengan kepentingan negara di sektor migas, masalabnya
bukan karena Pertarnina menjadi besar, tetapi apakah kebijakan
yang menyebakan dia besar itu tepat, sehingga perlu dikaji uiang.
Atas kekuataan UU No 8/1971, badan usaha ini bukan saja
berkarakter perusahaan, tetapi lebih lagi sebagai bagian regulator,
pemberi izin dan pengawas-sebagaiinana layaknya penaegang KP.
Situasi iaternasional juga
sekarang adaJah era globalisasi,
mengeiakkan dainpak dari faktor
kepentingannya di sektor saigas.
Machmud:

ikut mempengaruhi. Masa
dan Pemerintah tidak dapat
itu dalam rnengejawantabkan
Seperti kata Tengku Nathan

"Indonesia's decision to join the 21st century in terms of international
trade is putting greater pressure on the Indonesian government to
become more market oriented and more sensitive to investors'
complaints. Investors' calls for greater transparency and deregulation
should therefore be heeded by the nation's petroleum industry and its
regulators. "^

Kita ketahuz gerbang yang sudah dilalui Indonesia masuk ke
era globalisasi adaiah keanggotaannya pada WTO dengan UU No.
7/1994.47 Iinplikasi uimim adaiah bahwa negara anggota haruslah
45 Dalam The Economist, March 10,2007, p.54 di bawah rubrik "Energy
and Nationalism" dibahas mengenai masih kuatnya pandangan, teratama dari
keiornpok yang menainakan "resource nationalists" untuk memegang dan
mcmpertahaokan konsep peranan negara dalam wujud pengembangao BUMN,
yang memmit majalah ini punya lisiko: inefisiensi Mingguan ini roenunjuk satu
contob, kasus pcngambil alihan beberapa lapangan minyak oleh Rosneft, sebuab
BUMN Rusia dari Yuk(», perusahaan swasta, saingannya. Produksi menjadi
meaunm menunit majalah: ""The Russsian state may nave reasserted its control
over the oil industry, but production and government revenues are almost
certainly lower that they would have been with greater private investment*.
NaimiD, ini adaiah pandangan media Barat,
46 Tengku Nathan

Machmud, Op.Cit^ p.7.

47 LNRI1994 Noinor
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mulai meinfokuskan diri pada pasar dan peka terhadap keluhan
investor, tennasuk di bidaag migas. Dalam konteks globalisasi ini,
beberapa pikiran dasar pemerintah yang relevan dengan
pengusahaan migas adalah:
(i) Penghapusan situasi monopolitik berdasarkan UU Pertainina;
(ii) Pencabutan bak KP dari Pertaniina dan dikembalikan kepada
pemerintah;
(iii) Penibentukan badan baru sebagai kuasa untuk mefaksanakan
kegiatan pemerintah sebagai pemegang KP;
(iv) Pengurangan subsidi BBM dengan menyerabkannya pada
mekanisme pasar;
(v) Pengalihan status Pertamina berdasarkan UU Pertaniina
inenjadi PT (Persero) Pertaniina - yang berarti kedudukannya
sama dengan badan hukuin lain dalam kesempatan berusaba di
bidang migas;
(vi) Pemberian kesempatan yang sama kepada perusahaan swasta;
(vii) Penerapan konsep otonomi daerah dalam kaitan dengan
pengusahaan migas; diterapkannya penerimaan seimbang bagi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
(viii) penciptaan benruk kerja sama lain selaia PSC.48
Pokok-pokok pikiran ini kezmidian digulirkan ke dalam satu
rancangan undang-undang (^RUU") tentang Minyak dan Gas Burni.
RUU mi, tentu saja mendapat tanggapan yang luas dari masyarakat,
mengingat isinya yang secara diametral bersebelahan dengan
kebijakan yang ada pada saat itu, atau datam bahasa Tengku
"drastic to say at least.ll49 RUU ini disernpurnakan dan diajukan
kembali pada saat pemerintahaa yang baru. Secara esensial RUU
yang disempurnakan dan yang sebelumnya tidak begitu berbeda.
Polarisasi pandangan publik tidak begitu berbeda pula, ada yang
tidak setuju, di samping yang dapat raenerima, Kelornpok pertama
termasuklah petinggi Pertamiaa sendiri.

48 Tanggapaa Pemerintah di DPR, 22 April 1999.
49 Tengku Nathan

Machmud, Op.Cit, p. 142.
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Tidak niudah bagi penaerirrtah untuk ineyakinkan
masyarakat atau menghilangkan kesan bahwa RUU inigas baru ini
bukao dimaksudkan untuk mengecilkan atau inengerdilkan
Pertamina, apalagi untuk membuat dia ntenjadi tetap besar. Lebihlebih lagi untuk mengatakan bahwa dengan situasi kompetitif,
Peitamina akan bisa menjadi besar. Sebab menunii Menteri ESDM
Purnomo Yusgiantoro, dengan UU ini keiak kedudukan Pertamina
akan lebih baik karena bisa mandiri.50 Bahkan menurutnya:
"Pertamina didorong menjadi pemaJo bisnis zmzrni kelas dunia,"
Fakta sekarang justru karena meiaksanakaa unisan pemerintah
itulah, yang nienyebabkan Pertamina menjadi besar.
Pandangan Menteri di atas, juga senada dengan ungkapan Kuntoro
Mangkusubroto, yang sewaktu menjabat Menteri Pertambangan dan
Energi mempersiapkan RUU ini. Alih-alih inematikan Pertamina,
dia mengmginkan agar Pertamina menjadi inovatif untuk terns
maju. Pertamina dapat menggalang aliansi dengan para investor,
asalkan Pertamina didukung secara utuh oleh Pemerintah.52
Sebelumnya, Ibnu Sutowo mengatakan bahwa menjadikan
Pertamina perusahaan yang dapat kompetitif menipakao miinpi di
siang had. Soalnya, Pertamina tidak memiiiid dana karena dipakai
untuk APBN.53 Sedangkan Baihaki Hakim, salah seorang niantan
Direktur Utama Pertamina menyebutkan bahwa RUU ini tidak
menjamin Pertamina menjadi lebih baik.54
Masalahnya bukan menjadi besar atau tidak tetapi di mata
pemerintah, kebijakan yang tertuang dalam produk hukum yang
50 Dalam bahasa Menteri sendiri kepada pers, mi disebabkan Peitamina 1
"tidak lagi direcokin unisan regulasi yang sebenaniya unisan pemerintah",
Kompas, 21 Juli 2002.
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Gatra, 17 Qktober2Q01, b. 72.

52

Tengku Naman Machmud, Qp.Cit^ p.143.

53

The Jakarta Post, 6 February 1999.

54

Kompas, 29 Juni 2001, h.13.
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membuat Pertamina menjadi teramat besar itu yang jadi masalah.
Dengan adanya UU Pertamina, badan hukum itu bukan hanya
sebagai pengusaba tetapi berkat kepeniilikan KP-nya, juga
inelakukan tindakan-tindakan yang selayaknya hanya dilakukan
oleh pernerintah. Di samping itu, Pertamina nierupakan pemain
tunggal. Banyak diskusi tentang ha!. ini, misalnya dengan
mendudukkan Pertamina langsung di bawah Presiden,
menyebabkan banyak bal bisa terjadi yang di luar kontrol siapapun
- tidak juga oleh pengawas yang banya berstatus menteri. Struktur
ini menunbulkan potensi KKN.55 Sebaiiknya, tidak kurang
pandangan yang menyatakan kalau ada KKN di Pertamina, badan
itulah yaag dibersihkan bukan mengubah struktur.56
Setelah melalui pembabasan yang panjang dan perubaban
pemerintahan, pada akhimya pokok-pokok pikiran yang langsung
ataupun tidak langsung dipengarubi oleh situasi globalisasi itu
berhasil digiring ke pembentukan legislasi migas yang bara, yakni
UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi C*UU Migas
2001").57 Penjelasan Umurn UU ini, selain inengulas strategisnya
kedudukan migas bagi kepentingan bangsa dan negara serta hal-hal
yang sejalan dengao itu, merujuk masalah aktuai saat ini dalam satu
untaian ungkapan yang berbunyi: "Dalam mengbadapi kebutuhan
dan tantangan global .... kegiatan usaba Minyak dan Gas bumi
dituntut untuk lebih manipu mendukuog kesinambungan
pembangunan nasional .... " Khusus tentang legzslasi lama, secara
khusus Penjelasan Urnuin UU Migas 2001 menyatakan:

55 Dari un^apan Zuhdi Pane, pejabat Pertaraina scbagainiana terekam
dalam Tengjku Nathan Machinud, Op.Cit, p. 168; bagi yang ingin mengetahui
pro- kon niengenai RUU Migas (sefoelutn jadi UU 2001), lihat a.1 Tengku Nathan
Machmud, Op.Cit. p. 171 et seq.
56 Dalam kata-kata mantan Dircktur Utama Pertamina Martiono Hadianto:
^K^lau mencari tffcus, jangan nicmbakar lumbungnya, dong." Tempo, 7 Oktober
2001,0.120.
57 LNRI2001/136; TLN
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Dalam rangka memenohi kctentuan Undang-undang Dasar 1945
tersebut, setelah cmpat dasawarsa sejak diberlakukannya Undangundaag No. 44 Pip. Tahun I960 tentang Peitambaogn Minyak dan Gas
Buini dan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertamfaangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dalam pelaksanaan
diteniukan beibagai kendala karena substansi materi kedua undangundang teisebnt sudafa tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang
maupun kebutuhan Eoasa depan,

Undang-undang roeraaog tidak tneinuat apa yang
merupakan kendala — namun dari mmusan pasal-pasal di batang
tubub UU iiu jelas apa yang dhnaksud sebagai "kendala" tersebut
IV.2. Penguasaan dan Pengusabaan
UU Migas 2001 menetapkao tentang aspek penguasaan dan
aspek pengusahaao bidang roigas (Pasal 4). Pada penguasaan,
paling kurang terdapat 3 unsur. Pertama, negara menguasai semua
sumber migas yang seluruhnya berada dalam Wilayab Hukum
Pertambangan Indonesia, yang scperti juga UU Migas 1960
diardkan sebagai "seJuruh w3ayab daratan, perairan, dan landas
kontinen Indonesia." [Pasal 1 butir 15 jo. Pasal 4(1)]. Konsep bagi
babis ini adalah penjabarao dazi amanat UUD 1945, artinya tidak
ada bagian wilayah ini yang tidak tunduk pada penguasaan negara,
seandainya ada somber migas £ situ.
Kedua, penguasaan oleh negara itu "diselenggarakan oleb
Penierintah sebagai pemegang Knasa Pertambangan" [Pasal 4(2)].
Ini berbeda dari UU Migas 1960 yang memberikan KP kepada
Pertaraina berdasarkan UU Pertaroina, Dikaitkan dengan
penjelasan Pasal 4(1), maksud penyelenggaraan adalah agar sumber
migas itu "diroaofaatkan". Pemerintah yang menyelenggarakan
pengusabaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 33(2) UUD 1945 bahwa
"cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."
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Sekarang ini pemerintah, selaku pemegang KP melakukan
pengusahaan - walaupun nienunjuk lag! pihak lain sebagai kuasa.58
Ketiga, Pemerintah meznbentuk Badan Pelaksana Migas
[Pasal 4 (3)], yang keiahirannya dUakukan dengan Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2002 ("PP BP Migas").59 BP Migas
bertindak sebagai kuasa pemerintah, bukan selaku pemegang KP
seperti halnya Pertamina. Artinya, sekalipun penandatangan PSC
adalah BP Migas, itu berarti dia adalah pemerintah juga. Masalah
ini menarik dan sudut hokum karena dalam PP BP Migas
ditegaskan bahwa BP adalah suatu badan hukum, yang asetnya
adalah kekayaan negara yang dipisahkan [Pasal 5(1)]. BP-pun kita
ketahui mengambii alih semua aset Pertamina pada masa peralihan
akibat berlakunya UU Migas 2001 [Pasal 5(2)(3)]. Jadi, apakah
dengan demikian liabilitas BP terbatas seperti halnya Pertamina
sebagai suatu perusahaan - senientara di lain pihak BP Migas bukan
entitas usaha, tidak independen dan dia hanya kuasa dari
pemerintah. Konstruksi hukum ini dapat menimbulkan potensi
laibilitas tersendiri bagi pemerintah dalam kaitaa dengan PSC;
IV.3. Huiu dan Hilin Keterlibatan BUT
Sebagai realisasi dari konsep penianfaatan di atas, dengan
UU Migas 2001 ini ditegaskan pula dua bagian penyelenggaraan
kegiatan mlgas, dikaitkan dengan kawasan dan urutan kegiatan pada
industri migas, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.
Kegiatan usaha hulu adalah eksplorasi dan ekpioitasi [Pasal 1 butir
7], sedangkan kegiatan usaha hilir meliputi kegiatan-kegiataa yang
berintikan atau bertumpu pada pengolahan, peogangkutan,
penyiropanan dan niaga [Pasal 1 butir 10].
58 Mcnunit Widyawan, seyogianya pemegang KP melaksanakao sendiri
kegiatan usaha pcrtambangan bukan bcrsikap pasif dan menyerahfe^nnya kepada
pihak lain walaupun pihak lain tersebut adalah kuasa; Wicfyawan, "Kajian Sosio
Budaya, Ekonorai, Lingkungan dan Hukum Pertaambangan & Gas Bumi di
Indonesia mcnghadapi Era Globalisasi"; makalah pada Diskusi Panel RUU
Migas, FH Unpad, Bandung, 26 Matet 1999, hh.2-3.
59

LNRI2002/81; TLN 4216
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Pembagian ini rnenjadi penting karena inengatur bahwa
partisipasi "pihak lain", tennasuk perusahaan ininyak asing hanya
boleh pada kegiatan hulu - yang juga terbuka bagi perusahaan
nasional. Partisipasi ini dilakukan bekerja sama dengan BP Migas
berdasarkan kcntrak kerja sama ("KKS"), seperti "Kontrak Bagi
Basil" sebagaimana telah disinggung di atas, atau bentuk kontrak
lain [Pasal 6(1)
jo. Pasal I butir 19]. Dalam bafeasa Pasal 6 (1):
Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1
dilaksanakan dan dikendalikan nielalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 an^ca 19.

Sedangkan Pasal 1 angka 19 berbunyi:
Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Basil atau bentuk Kontrak
Kerja Sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih
menguntungkan Negara dan basimya dipergunakan untuk sefoesar-besar
kemakrauran rakyat

Pihak perusahaan asing atau yang oleh undaog-undang dinamakan
Bentuk Usaha Tetap C'BUT1) hanya dapat berpartisipasi dalam
kegiatan hulu [Pasal 9(2)]. Agar jelas definisi BUT itu sendiri,
seperd terbaca dalam Pasal 1 angka 18:
Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaba yang didirikan dan berbadao
hukum di luar wilayab Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
melakasanakan kegiatan di wilayab Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlakn di Republik Indonesia.

Pertanyaan sekilas, bagaimana kalau BUT tersebut
mendiiikan satu badan hukum Indonesia atau PT Penanaman Modal
Asing (^PMA")— nieinbentuk badan hukum patungan atau PT PMA
yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai perusahaan yang
tunduk pada hukum Indonesia: dapatkah ia diperlakukan sebagai PT
PMA yang berhak atas fasilitas tertentu berdasarkan UU No.l/I967s
sebagairnana yang diubah? Jika diingat bahwa yang boleh berkiprah
di kegiatan hulu adalah juga unit-unit usaba lain, tennasuk PT
Indonesia, jawaban terhadap pertanyaan di atas tentulah positif.
Narnun, penjelasan Pasal 9(2), antara lain menegaskan bahwa
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ketentuan ini merupakan upaya untuk "dapat inemberikan iklirn
investasi yang kondusif untuk menarik penanam modal., termasuk
penanam modal asing, diberikan kesempatan untuk tidak perlu
membentuk Badan Usaha." Jadi di mata pemerintah, ini semacam
pemberian kemudahan - walaupun tidak menjawab pertanyaan di
atas.
IV.4. Tujuan Pengusahaan Migas
Dari sudut tujuan, sedikitnya ada 5 sasaran yang hendak
dicapai UU Migas 2001 dilihat dari perspektif kepentingan negara,
(Pasai3).
Pertama, dari sudut kepentingan industri migas sendiri: UU
ini bertujuan menjaga dan menjamin agar industri itu berkembang
sesuai deagan yang diinginkan. Undang-undang Migas 2001
meletakkan strategi yang mendasan bahwa tujuan pengusabaan
migas, sebagai SDA yang tidak terbarukan adalah untuk
mernperkuat dirinya terlebih dahuiu dan kernudian menjaga
kelanggengaonya (sustainability). Tujuan ini jauh lebih penting
dibanding tujuan-tujuan lain. UU Migas 2001 merujuk pada
kegiatan usaha hulu maupun hilir, namun untuk kepentingan
makalah ini yang dibahas hanya yang di kegiatan hulu. Dalam
bahasanya sendiri, Pasa! 3 huruf a. UU Migas 2001 inenyatakan
bahwa tujuan penyelenggaraao. kegiatan usaha migas adalah:
"menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Eksplorasi
dan Eksploitasi sccara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya satng
tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang
strategis dan tidak terbarukan roelalui mckaniscne yang terfouka dan
transparan".

Istiiah kunci yang digunakan adalah "pelaksanaan" dan
"pengendalian" yang merupakan penjabaran dari amanat
konstitusional yang sudah dibahas dan yang secara internasional
telah mendapat dukungan. Implikasi dari maadat ini kita jumpai
pada berbagai ketentuan daiaco stniktur pengusahaan migas yang
baru.
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Kedua, tujuan pengusahaan migas dari sudut logistik adaiah
jaminan tersedianya persediaan migas untuk kepentingan dalain
negeri. Kebutuhan minyak di rnana-inana merupakan satu
keniscayaan dan ini sudah dibuktikan oleh sejarab. Oleh karena itu,
pemenuhan kebutuhan domestik ini merupakan bal yang niutlak,
sebagai darah pembangunan, seperti yang dikatakan oleh Pasal 3
huruf b, yaitu:" ... menjamin ensiensi dan efektivitas tersedianya
Minyak Bumi dan Gas Burai, baik sebagai somber energi naaupun
sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri."
Tentang kepentingan domestik ini diatur lebih jauh dalain
Pasal 22 UU Migas 2001, yaitu bahwa BU dan BUT "wajib
menyerahkan paling banyak 25 % (duapuluhlima persen) bagiannya
dari hasil produksi ..." Namun, Mahkanaah Konstitusi dalam
Putusan No.002/PUU-I/2003 tanggal 15 Deseinber 2004
inenetapkan bahwa istilah "paling banyak" haras dihapus karena
istilah tersebut dapat menyebabkan pihak yang dikenai kewajiban
akan berlalai-lalai menunaikan kewajibaniiya. dan karena itu
beitentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945. Dengan deniikian,
hukum baru ini diharapkan lebih nienjamin pasokan bagi kebutuhan
domestic. Namun daii sudut lain, seyogianya penggunaan lokal ini
diperketat, jika kita hendak memuHhkan posisi ekspor migas kita,
karena betapapun Indonesia naasih anggota Organization of
Petroleum Exporting Countries ("OPEC").
Ketiga, aspek peningkatan potensi nasional agar lebih
mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Pasal 3 huruf
d UU Migas 2001 berbunyi: "d. mendukung dan menumbuhkenibangkan kemampuan nasional untuk lebih matnpu bersaing di
tingkat nasional, regional dan internasional." Dalam era ekonomi
global dewasa ini, persaingan adaiah satu mata rantainya. Betatapun
kritik terhadap konsep perdagangan global ini, satu hal sudah pasti,
yakni perlu dikeinbangjkannya potensi nasional yang mampu
bersaing. Diubahnya struktur mdustri penninyakan menjadi yang
baru ini oleh UU Migas 2001 diharapkan akan berdanipak
deniikian. Telah disinggung di depan, bahwa pada sektor huiu, yang
dapat beroperasi bukan saja BUT, tetapi juga badan usaha atau
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perusahaan nasional, termasuk FT Pertamina (Persero) [Pasal 11
Pasal ini bernuansa refonnatif: pihak nasional didudukkan
saroa dengan perusahaan asing. Namun yang kurang pahara, tetap
mempertanyakan sikap peinerintah yang terkesan bertolak belakaag,
karena dengan rejim hukum baru ini secara praktis teJah
mengkerdilkan Pertamina versi UU Pertamina. Oleh sebab itu,
tujuan yang ideal ini mernbebani pelaksana kebijakan untuk bekerja
keras rnembuktikan berbagai dalil yang mendukung kelahiran UU
Migas 2001 ini.
Keernpat, aspek penerirnaan negara, yang merupakan hal
yang sudah seharusnya, akan tetapi penerimaan hanya kebutuban
bukan sasaran strategis. Undang-imdang tidak menyatakan
penerimaan negara sebagai prioritas pertama walaupun pada
ujungnya inilah yang ingin dzcapai sebagai media peneijemaban
kepentingan negara untuk rnemberikan sebesar-besar kemakmuran
bagi rakyat. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak dan
penerimaan bukan pajak.
Begitu juga dengan yang keUma, aspek kesejahteraan pada
umumnya seperti peningkatan lapangan kerja, kesejahteraan
masyarakat yang naerata dan termasuk perlindungan lingkuogao
nidup serta peningkatan kernakniuian dan kesejahteraan masyarakat
yangrnerata.
Ditilik secara cerrnat, jabaran di atas tidak lain adalab
pengejawantahan prinsip-prinsip yang merupakan tujuan
penyelenggaraan kegiatan migas di Indonesia, sebagai refleksi
kepentingan negara - pada era globalisasi.
IV.5. PSC atau Bentuk Kontrak Kerjasama Lain
Seperti telah disinggung di atas, UU Migas 2001
menetapkan bahwa untuk kegiatan nulu, partisipasi pihak lain,
termasuk asing, dilakukan dengan "Kontrak Kerja Sama" ("KKS")
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dengan BP Migas. Tiga persyaratan yang harus termuat dalam
KKS, yaitu:
(1) Kepeinilikan suinber daya alaia tetap di tangan pemerintah
sampai pada titik penyerahan;
(2) Manajeinen operasi pada BP Migas;
(3) Modal dan risiko seluruhnya ditangguag kontraktor [Pasal
6(2)3Tidak disebutkannya PSC sebagai satu-satunya model
perjanjian inenarik perhatian, sebab tidak ada penjelasan tentang hal
itu. Kenmngkinan pemerintah ingin fleksibel, atau mungkin lebih
tepat tidak ingin terjebak dalam kesulitan seandainya format PSC
suatu waktu tidak pas lagi. Bandingkan masalah yang timbul ketika
pertama kali PSC muncuj di tahun 1966, padahal UU Migas 1960
jelas-jelas nienyebut "perjanjian karya" [Pasal 6(2)] - walaupun
tanpa definisi dan karena itu ditulis tidak dengan hunif kapital.
Dari perspektif Iain, kenyataan ini menimbulkan kritik,
mengingat bukan saja PSC itu adalah basil karya orang Indonesia,
tetapi malab ia sudah mendunia. Berbagai apresiasi tinggi
dikumandangkan menyambut lahir dan beroperasinya PSC hingga
sekarang. Tengku Nathan Machmud menyajikan pandangan para
investor sehubungan dengan isu ini, antara lain, mereka
menyayangkan sikap ini karena PSC merefleksikan kepentingan
negara yang berdaulat, dan pada pandangan mereka tidak ada yang
salah dengan PSC. Kalau mau diganti dengan KK, misalnya bagi
investor malab tentu lebih balk lagi. Masalahnya bagi mereka
adalah jangan memberi tanda-tanda adanya sikap tidak konsisten
yang pada akhirnya membuat investor bingung.60 Kepentingan
negara tidak dapat dilepaskan dan pandangan raitra usahanya.
Sebab kalau tiada investor, praktis tiada pula pengusahaan migas
sektor hulu yang sigoifikan bagi rakyat saat ini.

60 Tengku

2S2

Nathan Machmud, Q&.GL, p. 174
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V. PENUTUP DAN KESIMPULAN
Kepentingan negara dalain pengusahaan sumber migas
nasional adalah segala-galanya. Apa saja dapat diJkaitkan dengan
kepentingan, yang pada ujungnya adalah untuk kita semua, segenap
rakyat. Oleh sebab itu, sesuai dengan uraian pada Bab I, makalah ini
dipagari hanya dalam kaitan adaoya tiiik singgung transnasional
dalam pengusahaan migas di Indonesia — dimuiai dan pengaturan
dalam UUD 1945 dan peranan hukum setelah saat itu, hingga
sekarang.
Akhirulkalam, penuiis ingin menyaanpaikan kesimpulan di bawah
ini:
1. Sejalan dengan perkerobangan dunia setelah Perang Dunia II,
dan sesudah berakhirnya era koloniaUsasi, negara-negara ingin
mendapat janiinan mengenai hak mereka atas SDA yang berada
di wilayah negara masing-masing - yang menurut niereka
merupakan langkah lanjut dari kemerdekaan politik yang telah
diperoleh. Sebagai bagian dari konsolidasi ekonomi, diperlukan
pengakuan dunia internasional akan hak atas SDA mereka dan
kemeidekaan untuk menentukan sistem ekonocoi untuk
inelaksanakan upaya pemakniuran bangsa dengan SDA tersebut
2. Dalain perjalanannya penguasaan atas SDA rnemerliikan
bantuan pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan rninyak
muitinasional, yang dimiliki atau berkaitan dengan kepentingan
negara-negara roaju. Hubungan antara negara-negara
berkembang sebagai penguasa SDA dan penisahaan-perusahaan rnultinasional ini sedemikian rupa raenoajolnya sehingga
transaksi-transaksi itu menurut seorang sarjana rnenyumbang
pada pertunibuhan hukum internasional.
3. Indonesia jauh maju dalam masalah perlindungan kepentingan
negara sehubungan dengan SDA-nya ini. Sebelum munculnya
hukurn internasional baru di tahun 1960-an perihal kedaulatan
permanen atas SDA, Indonesia sudah menuangkan kesadaran
kepentingannya di bidang pengusahaan SDA. Kenyataan ini
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menunjukkan pandaagan visioner pendiri Repubiik terhadap
bidang yang vital bagi negara ini. Pernyataan kepentingan
secara strategis dalam UUD adalab manifestasi sikap balik atas
pengalaman pahit yang dialami Indonesia, dan juga negaranegara lain yang lahir selama dalam masa penjajahan. Namun
demikian, karena kemerdekaan Indonesia dicapai dengan
perjuangan fisifc, pokok-pokok yang tercanturn dalam, UUD jadi
belum dapat diejawaotahkan. Artinya, kontrak-kontrak di
bidang migas masih rnernpergunakan pola hukum konsesi.
4. Kesempatan untuk mengambil manfaat UUD 1945 baru dapat
ditunaikan tahun 1960, dan tahun 1963 dimuiai era baru bentuk
hukum kerja sama, yakni KK, yang bercirikan pelaksanaan
bubungan kerja sama antara negara sebagai penguasa SDA dan
investor dalam kedudukan hanya sebagai kontraktor. Secara
koasepUial, bubungan kerja sama seperti ini didasarkan pula
pada fakta babwa bisnis perminyakan rnerupakan bisnis yang
penuh risiko.
5. KK sebagai dasar bubungan hukum antara negara dan investor
penninyakan masih jauh dari mernuaskan. Secara umum, KK
dinilai masih rnerupakan konsesi dalam baju baru.
6. Situasi menciutnya produksi yang dihasilkan oleh perusabaan
rninyak asing rnenyebabkan kekuatan nasional terrnasuk
beberapa perusahaan negara, yang berdasarkan UU merupakan
peroegang Kuasa Pertarnbangan. Pada gilirannya, perusahaan
negara ini melakukan konsolidasi sehingga muncuilah
Pertamina berdasarkan UU Pertamina. Bersamaan dengan itu,
turobuh pula pemikiran baru yang melahirkan iBstrumen kontrak
baru, yakni PSC- yang rnerupakan penyernpurnaaa KK.
7. Selain tetap znendudukkan investor migas serbagai kontraktor,
tiang utama PSC adalab pemberian Kuasa Pertarnbangan kepada
hanya Pertamina, PSC keinudian diakui sebagai instrumen
hukurn yang ampuh dan diakui sebagai invensi Indonesia serta
digunakan di banyak negara.
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8. Pertamina, sebagai peinegang Kuasa Pertambangan dan dengan
struktur hukum yang kuat, menjadi besar, namun secara
institusional dinilai tidak terjangkau kontrol rutin,
menggiringnya sebagai saiab satu sumber besar KKN.
9. Bra globatisasi mengubah sikap negara dalam melaksanakan
kepentingannya, Situasi raonopcHstik dan kekaburan status
antara pengusaba dan regulator dihiJangkan, disamping
kemginan untuk menurnbubkan peranan pihak swasta dan
peranan pemerintah daerah. Kuasa Pertambangan ditarik dari
Pertamina dan dikerobalikan ke pernerintah, Pertamina rnenjadi
sebuah PT Persero biasa.
10. PSC ditandatangani oleh BP Migas, yang dibentuk berdasarkan
PP - sebagai kuasa pemerintah. Di sarnping PSC, diniungkinkan
benruk kontrak kerja sama yang lain.
11. Dalam perspektif yang strategis, kepentingan negara dalam
kaitan dengan pengusabaan migas. tidak hanya terbatas pada
bagian peneriniaan negara dari industri pennin^akan, tetapi
lebih luas iagis demi rnenjaga kelanggengan industri migas itu
sendiri.
12. Pelaksanaan kepentingan negara, berdasarkan UU Migas 2001,
masih harus diuji, berhasil atau tidak dalam perbandingan
dengan rejirn hukurn sebelumnya. Berhubung salah satu aspek
yang rnengernast hukurn pengusahaan migas dewasa ini
globalisasi, yang betapapun rnasih kontroversial, ujian itu
tarnpaknya menjadi berat
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